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ABSTRAK 

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PENIPUAN DENGAN MODUS MEMASUKKAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL 

(Studi Putusan Nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn) 

 

Oleh: 

ELGHA AMMANDA 

NPM: 218400027 

 

Tingginya minat menjadi PNS membuka peluang terjadinya penipuan 

dengan modus pengurusan kelulusan CPNS/ASN. Pelaku memanfaatkan 

keinginan korban untuk mengambil jalan pintas dengan iming-iming kelulusan, 

yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan moralitas 

aparatur sipil negara. 

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan 

pegawai negeri sipil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 

2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis data 

dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan menggunakan 

studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian yang didapat adalah tindak pidana penipuan dengan 

modus memasukkan seseorang menjadi PNS diatur Pasal 378 KUHP, pelaku 

tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun. 

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

2561/Pid.B/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim telah mendasarkan 

keputusannya pada aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim menilai 

perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, 

dari sisi non-yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti 

sikap sopan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan yakni kerugian besar dan 

keresahan masyarakat. 

Kata kunci: Tindak Pidana; Penipuan; Pegawai Negeri Sipil. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF 

FRAUD USING THE MODUS OPERANDI OF RECRUITING CIVIL 

SERVANTS 

(Study of Decision Number: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn) 

 

By: 

ELGHA AMMANDA 

NPM: 218400027 

 

The high level of interest in becoming a civil servant opens up 

opportunities for fraud involving the processing of CPNS/ASN graduation. 

Perpetrators take advantage of victims' desire to take shortcuts by promising 

graduation, which in essence contradicts the principles of professionalism and 

morality of the civil service. 

The problem formulation in this thesis is what form of punishment should 

be imposed on perpetrators of fraud using the modus operandi of recruiting civil 

servants, and what considerations did the judge take into account in handing 

down the verdict in criminal fraud case number 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn. 

The type of research used is normative legal research, with data types 

from primary, secondary, and tertiary legal sources. Data was collected using 

literature study and field study, and analyzed qualitatively. 

The results of the study show that criminal fraud with the modus operandi 

of enrolling someone as a civil servant is regulated by Article 378 of the Criminal 

Code, and perpetrators of criminal fraud can be sentenced to a maximum of 4 

years imprisonment. The judge's considerations in the Medan District Court 

Decision Number 2561/Pid.B/2023/PN Mdn show that the judge based his 

decision on legal and non-legal aspects. From a legal perspective, the judge 

assessed that the defendant's actions fulfilled all the elements of Article 378 of the 

Criminal Code on fraud. From a non-legal perspective, the judge considered 

mitigating factors such as the defendant's polite attitude, as well as aggravating 

factors such as the large amount of losses and public unrest. 

Keywords: Criminal Acts; Fraud; Civil Servant. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, konsep negara hukum dalam tata negara sebagaimana 

tercantum dalam UUD 1945 mengalami perbedaan redaksional antara sebelum 

dan sesudah amandemen. Pada naskah sebelum amandemen, UUD 1945 

menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sementara setelah 

amandemen ditegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara 

hukum, seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Hukum memiliki peran 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi mengatur 

tingkah laku dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, norma-norma yang 

berlaku di masyarakat sering kali tidak dipatuhi sehingga menimbulkan berbagai 

bentuk pelanggaran hukum.1 

Hukum merupakan suatu kaidah atau norma yang berisi aturan dan 

ketentuan yang bersifat mengikat serta memaksa, di mana setiap pelanggaran 

terhadapnya akan dikenai sanksi. Menurut Achmad Ali, hukum adalah 

seperangkat norma atau kaidah yang tersusun dalam suatu sistem yang mengatur 

batasan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat.2 Hukum sebagai bagian dari konstruksi 

                                                             
1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm.11. 
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peradaban manusia berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan dinamika 

masyarakat sebagai wadah tempat manusia hidup dan berkembang.3 

Hukum merupakan kumpulan pedoman hidup berupa perintah dan 

larangan yang berfungsi mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, 

yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Apabila ketentuan tersebut 

dilanggar, maka akan timbul tindakan atau sanksi dari pihak pemerintah atau 

otoritas yang berwenang dalam masyarakat tersebut.4 Kejahatan dalam 

masyarakat berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan masyarakat itu 

sendiri, karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil dari dinamika sosial 

sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Kejahatan tidak akan hilang 

dengan sendirinya, bahkan tindak pidana justru cenderung semakin meningkat. 

Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana terhadap harta 

kekayaan, khususnya penggelapan. Kejahatan terhadap harta benda umumnya 

menunjukkan peningkatan di negara-negara berkembang, sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi.5 

Salah satu jenis kejahatan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang tergolong 

sebagai kejahatan karena bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga 

sebab dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Saat 

ini, tindak pidana penipuan di Indonesia semakin marak dan kerap terjadi. 

Tekanan ekonomi yang disertai dengan tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi 

menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan. 

                                                             
3C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2016),  Hlm. 346.  
4Chainur Arrasjid,  Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 21.  
5Kumanto Sunarto,  Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Akademika Presindo, 2017), Hlm. 

187.  
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Jika berbicara tindak pidana penipuan sungguhlah merupakan suatu 

pembahasan yang tidak akan mungkin selesai, yang dalam hal ini penulis akan 

mengkerucutkan terkait fenomena angka pengangguran di indonesia yang setiap 

harinya mengalami peningkatan, hal tersebut tentu saja sejalan dengan 

perekonomian masyarakat yang juga sangat rendah. Kesulitan masyarakat dalam 

mencari lapangan pekerjaan yang bisa menjamin kesejatrahannya bukan suatu hal 

mudah. 

Perkembangan zaman turut memengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat, 

yang sering kali dikaitkan dengan keinginan untuk memiliki taraf hidup yang 

mapan, salah satunya melalui profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Profesi 

PNS dipandang memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif stabil serta jaminan 

finansial yang cukup pasti, sehingga tidak mengherankan apabila banyak 

masyarakat mendambakan pekerjaan tersebut. Stabilitas kondisi ekonomi PNS, 

meskipun tidak bersifat berlebihan, tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

pencari kerja. Oleh karena itu, hingga saat ini profesi PNS masih menjadi pilihan 

utama bagi berbagai kalangan pencari kerja, mulai dari lulusan pendidikan dasar 

hingga lulusan perguruan tinggi. Setiap kali dibuka lowongan penerimaan PNS, 

masyarakat berbondong-bondong mengikuti proses seleksi. Kondisi ini kemudian 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan pihak 

berwenang untuk menipu korban dengan janji dapat memasukkan anggota 

keluarga korban menjadi pegawai negeri sipil. 

Pegawai Negeri Sipil pada hakikatnya berkedudukan sebagai aparatur 

negara, pelayan negara, dan pelayan masyarakat yang menjalankan tugas 

pemerintahan serta pembangunan dengan berlandaskan kesetiaan dan ketaatan 
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kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung 

pada kualitas dan kinerja aparatur negara. PNS yang ideal dalam upaya 

mewujudkan tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berintegritas, berakhlak mulia, 

efektif, efisien, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai 

aparatur negara dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, PNS berperan sebagai pelaksana 

peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas kedinasan. Pemberian 

tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan bentuk kepercayaan dari 

pejabat yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas tersebut dapat dilaksanakan 

secara optimal dan penuh tanggung jawab.6 

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang sebagai profesi 

yang aman serta mampu memberikan jaminan kesejahteraan di masa tua, sehingga 

sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat meyakini bahwa masa 

depan dan kehidupan keluarga hingga hari tua akan lebih terjamin apabila 

berprofesi sebagai PNS. Oleh karena itu, banyak warga negara Indonesia yang 

berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS. 

Namun, untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah karena harus 

melalui tahapan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu. 

Ketentuan mengenai proses tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang 

ASN).. 

                                                             
6Maidin,  Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 

21. 
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Banyak pihak yang berupaya memanfaatkan proses penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan melakukan penipuan terhadap para peserta 

seleksi calon aparatur sipil negara. Dengan kemajuan teknologi, pelaku kejahatan 

dapat menjalankan aksinya secara lebih sistematis, rapi, dan terorganisasi. Di sisi 

lain, sebagian calon peserta merasa perlu mencari jaminan kelulusan dengan 

mengandalkan pihak tertentu atau orang dalam. Kondisi ini kemudian 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk 

memperoleh keuntungan dari mereka yang ingin menempuh jalan pintas agar 

dapat menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku penipuan tersebut menawarkan 

janji dapat memastikan kelulusan calon korban, padahal tindakan tersebut 

bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Aparatur 

Sipil Negara, yaitu integritas, profesionalisme, dan moralitas.7 

Banyaknya pelamar yang mengincar profesi sebagai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) mendorong mereka melakukan berbagai upaya agar dapat diterima. Upaya 

tersebut dapat berupa jalur formal, seperti mengikuti tes penerimaan calon ASN 

sesuai prosedur, maupun mencari koneksi di lingkungan pemerintahan untuk 

mempermudah peluang diterima. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku 

yang berniat mencari keuntungan melalui tindak pidana penipuan penerimaan 

CASN, yang terjadi karena adanya kepercayaan dan niat korban yang 

dieksploitasi secara tidak sah. Penipuan sendiri merupakan kebohongan yang 

                                                             
7Bianca Berliana H, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas 

Hukum. Vol.2 No.2 (Oktober, 2015), Hlm. 2.  
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dibuat untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, atau dapat dikatakan 

sebagai bentuk janji palsu yang menyesatkan.8 

Ciri umum dari obral janji adalah menimbulkan kesalahan persepsi pada 

orang lain, sehingga mereka bersedia menyerahkan uang atau barang untuk 

kepentingan yang dijanjikan kepada mereka. Kejahatan penipuan termasuk dalam 

kategori materieel delict, artinya kesempurnaannya ditentukan oleh terjadinya 

akibat dari perbuatan tersebut. Belakangan ini, kasus penipuan semakin marak di 

Indonesia dengan berbagai modus, salah satunya penipuan berkedok pengurusan 

CPNS. Pelaku memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan 

pribadi dari individu yang ingin menjadi PNS. Penipuan terkait penerimaan calon 

aparatur sipil negara terjadi semakin sering, baik di daerah perkotaan maupun di 

wilayah terpencil.9 

Banyaknya pelamar yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) mendorong sebagian peserta penerimaan calon ASN di Medan untuk 

menempuh berbagai cara agar diterima. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui 

jalur formal, yaitu mengikuti tes penerimaan CASN dengan mengandalkan 

kemampuan sendiri, maupun melalui pencarian koneksi di lingkungan 

pemerintahan untuk mempermudah peluang diterima. Kondisi ini mencerminkan 

                                                             
8Aprina, Firganefi dkk, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 

859/pidB/2012/PN TK)”. Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.1 (Januari, 2013), 

Hlm. 3.  
9Jamin Ginting, “Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota 

POLRI”. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum, edisi 3 (April, 2013), Hlm. 12. 
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bahwa berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum kerap terjadi di 

berbagai aspek kehidupan masyarakat.10 

Dalam hukum pidana, penipuan terjadi sebagai suatu hubungan hukum 

yang biasanya diawali dengan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual tidak 

selalu berujung pada wanprestasi, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana 

penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan terjadi ketika 

dalam perjanjian terdapat tipu muslihat, keadaan palsu, atau rangkaian pernyataan 

bohong dari pelaku yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau 

korban.11 

Tindakan penipuan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui 

ucapan bohong maupun perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan 

pribadi dari orang lain. Keuntungan tersebut bisa berupa keuntungan materiil 

maupun keuntungan non-materiil, seperti merugikan atau menjatuhkan seseorang 

dari jabatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

khususnya Pasal 378, kejahatan penipuan (oplichthing) diatur secara umum 

sebagai tindak pidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP berbunyi: 

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

 

Dalam tindak penipuan terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan membujuk atau mempengaruhi 

                                                             
10Bianca Berliana H. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas 

Hukum. Vol.2, No.2 (Oktober, 2015), Hlm. 6.  
11Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari 

Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), Hlm. 89.  
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orang lain menggunakan alat atau cara tertentu, seperti memakai identitas palsu, 

menciptakan keadaan palsu, menyusun rangkaian kata bohong, atau menggunakan 

tipu muslihat, sehingga korban menyerahkan barang, membuat utang, atau 

menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan maksud pelaku 

untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum. Meskipun pembuat undang-undang tidak secara eksplisit mensyaratkan 

kesengajaan dalam Pasal 378 KUHP, dengan memperhatikan ketentuan mengenai 

adanya bijkomend oogmerk atau maksud tambahan untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat disimpulkan bahwa tindak 

pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP termasuk opzettelijk misdrijf, 

yaitu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.12 

Adapun realita kasus dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn, pada putusan tersebut Terdakwa 

Hotman Hutabarat, S.H. menawarkan kepada Mariana Br. Sianturi selaku korban 

dalam hal pengurusan kelulusan PNS Managam Jonatan Fernandus Hasibuan di 

Pemerintahan Kota Medan dengan membayar uang sebesar Rp.250.000.000 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah saksi korban mengikuti tes CPNS 

ternyata korban tidak lulus, atas hal itu Terdakwa kembali meminta sejumlah uang 

sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mengurus kelulusan korban. 

Namun diketahui jika Terdakwa selama ini menipu sehingga korban dan saksi 

korban rugi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas hal 

                                                             
12Ismu Gunadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), 

Hlm. 144. 
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itu Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 dan 378 KUHPidana dan dijatuhi 

hukuman penjara selama dua tahun. 

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya 

dilaksanakan secara transparan dan jujur, tetapi pada kenyataannya ada beberapa 

oknum yang menjadikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai momentum 

untuk mejalankan aksi perbuatan penipuan. Putusan Hakim nomor 

2561/Pid.B/2023/PN Mdn terhadap kasus penipuan dengan modus memasukkan 

pengawai negeri sipil masih lemah dari perspektif efek jerah bagi pelaku. Salah 

satu tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan deterrent effect, baik secara 

khusus (special prevention) maupun umum (general prevention). Putusan dengan 

pidana relatif ringan berpotensi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, tidak 

memberikan peringatan sosial yang kuat bagi masyarakat, dan berpotensi 

mendorong terulangnya tindak pidana serupa. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai 

Putusan Hakim nomor 2561/Pid.B/2023/PN Mdn tentang tindak pidana penipuan  

dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil kedalam Skripsi dengan judul :  

Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan 

Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No : 

2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn.) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 

tindak pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 

2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana 

yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil. 

b. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai 

pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak, yaitu: 

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan di Indonesia. 
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2. Bagi akademisi dapat sebagai tambahan referensi guna mempermudah 

bagi pihak yang berkepentingan dan atau untuk melakukan penelitian 

dengan objek yang sama. 

3. Bagi pembaca dapat memahami bagaimana kepastian hukum terhadap 

kuasa mutlak atas pemindahan hak atas tanah di tinjau dari kuhperdata. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil 

(Studi Putusan No: 2651/Pid.B/2023/Pn.Mdn.)” ini merupakan hasil karya sendiri, 

bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumya 

pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Guntara (158400070) Universitas Medan 

Area, dengan judul “Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikkan Tindak 

Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)”. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu: 

1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di 

wilayah hukum kepolisian Polres Binjai?  

2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan 

tindak pidana penipuan CPNS? 

2. Skripsi yang ditulis oleh Cahaya Rama Putra (1012011144) Universitas 

Lampung, dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil”. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu: 
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1) Bagaimanakah Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik 

percaloan calon Pegawai Negeri Sipil? 

2) Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan? 

3. Skripsi yang ditulis oleh Alamsyah Agung Syahputra (1322011007) 

Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum 

Hakim Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana 

Penipuan Dengan Modus Penerimaan Cpns (Studi Putusan Nomor: 

137/Pid/2013/Pt.Tk)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, 

yaitu: 

1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai 

Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus 

penerimaan CPNS? 

2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan 

CPNS? 

4. Skripsi yang ditulis oleh Izza Hudan Hanifa (30301700171) Universitas 

Islam Sultan Agung, dengan judul “Analisa Yuridis Putusan Hakim 

Tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi 

Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.B/2015/Pn.Kdl)”. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu: 
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1) Bagaimana kontruksi tindak pidana pidana penipuan dalam konsepsi 

kepastian hukum? 

2) Bagaimana putusan hakim tentang tindak pidana pidana penipuan 

calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten Kendal berdasarkan 

putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.b/2015/PN.Kdl)? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan fokus utama dalam sistem hukum pidana yang 

menentukan tindakan atau perilaku yang melanggar undang-undang dan 

berpotensi merugikan masyarakat. Analisis tindak pidana melibatkan 

pemahaman mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur perilaku 

kriminal, konsep dasar keadilan, dan dampak tindakan kriminal terhadap 

individu dan masyarakat.13 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana 

dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. Istilah ini memiliki makna dasar dalam ilmu 

hukum dan diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada 

peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan konsep abstrak yang 

merujuk pada peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga perlu 

diberikan pengertian ilmiah yang jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan 

istilah sehari-hari dalam masyarakat. Dalam bahasa Belanda, delik disebut 

Strafbaarfeit, yang terbentuk dari tiga kata: straf, baar, dan feit. Dimana 

ketiganya memiliki arti yaitu:14 

1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 

2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; 

                                                             
13Nadya Chairani , Madiasa Ablisar, Marlina Marlina dan Wessy Trisna, “Analisis 

Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan 

Kimia”, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 41No. 4 (Oktober, 2023) , Hlm. 27.  
14Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 

69. 
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3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

Dengan demikian, istilah Strafbaarfeit merujuk pada peristiwa atau 

perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 

delict, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi atau 

hukuman.15 Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana 

yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah 

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut”. 16 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 

adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai sanksi pidana. Aturan 

hukum ditujukan pada perbuatan itu sendiri, sedangkan ancaman atau sanksi 

pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya 

perbuatan tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang melanggar ketentuan 

hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. 

Hubungan antara larangan dan ancaman sangat erat, karena adanya peristiwa dan 

orang yang menimbulkannya merupakan dua aspek konkret yang saling terkait. 

R. Tresna memberikan definisi mengenai peristiwa pidana, yaitu sebagai 

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana terhadap 

perbuatan tersebut diberlakukan tindakan penghukuman.17 

                                                             
15

Ilyas Amir,  Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang 

Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), Hlm. 18. 
16Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 

17. 
17Ibid., Hlm. 72. 
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Dapat diketahui bahwa rumusan tersebut tidak memasukkan unsur yang 

berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Selanjutnya, beliau hanya menyebutkan 

bahwa peristiwa pidana tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu: 

a. Harus terdapat suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia; 

b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

hukum; 

c. Harus dapat dibuktikan adanya kesalahan atau dosa pada pelaku, sehingga 

pelaku dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku; 

e. Terhadap perbuatan itu harus diatur adanya ancaman sanksi atau hukuman 

dalam undang-undang.18 

Dengan merujuk pada syarat-syarat peristiwa pidana yang dikemukakan, 

terdapat syarat yang secara langsung berkaitan dengan pelaku, seperti pada 

syarat ketiga. Syarat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan 

pelanggaran atau perbuatan pidana dapat dikenai sanksi pidana karena 

perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan setiap 

pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi pidana sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, 

peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delict. Apa yang 

dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda Strafbaar 

                                                             
18Ibid., Hlm. 72-73.  
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feit sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek 

atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di 

Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah delict.19 

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan 

Strafbar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah 

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.20 

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia 

yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan 

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.21 

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R, 

bahwa Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 

pidana.11 Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam 

kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan 

                                                             

19Mukhlis R, “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 4 No. 1 (Desember, 2012) , Hlm. 202. 
20P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2011), Hlm. 182. 
21Andi Hamzah., Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1993), Hlm. 22. 
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istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.22 

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu: perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai 

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan 

tersebut. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Mukhlis R, tindak pidana 

adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-

undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertanggung jawab.23 

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur untuk mengetahui adanya 

tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan 

sanksi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 

unsur-unsur tindak pidana, antara lain:24 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan yang menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

                                                             
22Mukhlis R, “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 4 No. 1 (Desember, 2012), Hlm. 203. 
23Ibid., Hlm.204. 
24Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 

2019), Hlm.133.  
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i. Unsur objek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak 

pidana, antara lain sebagai berikut:25 

a. Menurut Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas: 

a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 

b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 

c) Diadakan tindakan penghukuman. 

b. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas: 

a) Kelakuan manusia; 

b) Diancam dengan pidana; dan 

c) Dalam peraturan perundang undangan. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan 

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tipu” berarti perbuatan atau 

ucapan yang tidak jujur, seperti bohong atau palsu, dengan tujuan untuk 

menyesatkan, mengelabui, atau memperoleh keuntungan. Sedangkan “penipuan” 

merujuk pada proses, cara, atau perbuatan menipu, yaitu tindakan untuk 

mengecoh orang lain. Dengan demikian, penipuan adalah suatu tindakan yang 

dilakukan dengan tipu muslihat oleh pihak yang menipu terhadap pihak yang 

menjadi korban atau tertipu. 

                                                             
25Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 

Hlm.80-81.  
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Bambang Waluyo menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat diartikan 

sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi 

siapa pun yang melanggarnya.26 Menurut R. Tresna yang dikutip dalam M. 

Hamdan, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan lainnya, di mana terhadap perbuatan tersebut diberlakukan tindakan 

penghukuman. 27 

Secara yuridis, penipuan merupakan perbuatan pidana atau delik yang 

apabila dilakukan akan dikenai sanksi berupa pidana penjara. Tindak pidana 

penipuan, yang dalam doktrin juga dikenal sebagai bedrog atau oplichting, 

diatur secara pokok oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 378 KUHP. 

Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan 

tipu muslihat, rangkaian kebohongan, identitas palsu, atau keadaan palsu dengan 

tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara tidak sah. Rangkaian 

kebohongan ini terdiri dari susunan kalimat yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga seolah-olah menceritakan sesuatu yang benar.28 

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, menerangkan sesuatu 

seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidaklah sesuai 

dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 

menjadi sasaran agar diikuti keinginannya. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 

terkadang tidak dilaporkan oleh korbannya, namun penipuan yang bersifat besar-

                                                             
26Bambang Poernomo,  Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 

Hlm. 123. 
27M. Hamdan,  Tindak Pidana Suap dan Money Politics, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 

2015), Hlm. 9. 
28R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 

1980), Hlm. 396. 
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besaran atau memiliki korban yang cukup banyak baru dilaporkan oleh 

masyarakat. Hal ini tentu saja dapat menghambat penanggulangan kejahatan 

oleh pihak penegak hukum yang bersangkutan dalam membasmi kejahatan 

penipuan. 

Secara yuridis, penipuan merupakan perbuatan pidana atau delik yang 

pelakunya dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara. Tindak pidana penipuan, 

yang dalam doktrin dikenal juga sebagai bedrog atau oplichting, telah diatur 

secara pokok oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 378 KUHP.29  

Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian penipuan dapat dipahami sebagai 

penggunaan tipu muslihat atau rangkaian ucapan bohong yang membuat 

seseorang terperdaya karena pernyataan tersebut tampak seolah-olah benar. 

Biasanya, pelaku penipuan menyampaikan sesuatu yang tampak benar 

atau seolah terjadi, padahal kenyataannya tidak sesuai. Tujuan dari perbuatan ini 

adalah untuk meyakinkan sasaran agar keinginannya terpenuhi. Pelaku sering 

menggunakan identitas palsu agar identitas aslinya tidak diketahui, serta 

memanfaatkan kedudukan palsu agar perkataannya tampak lebih meyakinkan.30 

Pasal 378 KUHP mengatur mengenai pengertian penipuan (oplichting). 

Rumusan dalam pasal tersebut bukanlah definisi secara formal, melainkan 

menetapkan unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenai pidana. Pasal 378 

KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

                                                             
29Novita Permatasari, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online. 

Medan, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pada pukul 20.07 WIB.   
30Yahman,  Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2012), Hlm. 106.  
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menggunakan nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata 

bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan benda, membuat 

perjanjian utang, atau menghapus piutang karena keliru, dianggap melakukan 

penipuan dan dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal empat tahun. 

Mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, 

Soesilo memberikan rumusan sebagai berikut: 

1. Membujuk Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu 

itu pekerjaannya: 

a. orang supaya memberikan barang, membuat utang atau 

menghapuskan piutang. 

b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 

c. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu, tipu 

muslihat dan perkataan bohong. 

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap 

orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang 

apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan 

berbuat demikian itu. 

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu 

harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk 

menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal 

elemen-elemen lain dipenuhinya.31 

                                                             
31

Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, 

(Bogor: Politeia, 1991), Hlm. 250. 
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Penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan atau ucapan seseorang yang 

tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau mengelabui orang lain 

demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Konsep penipuan (bedrog) 

termasuk perbuatan pidana atau delik yang apabila dilakukan dapat dikenai 

hukuman penjara. Biasanya, pelaku penipuan menyampaikan sesuatu yang 

seolah benar atau terjadi, padahal kenyataannya tidak sesuai, dengan tujuan 

meyakinkan sasaran agar mengikuti keinginannya. Pelaku juga kerap 

menggunakan identitas palsu agar identitas aslinya tidak diketahui, serta 

memanfaatkan kedudukan palsu untuk membuat ucapannya tampak lebih 

meyakinkan.32 

Kejahatan penipuan atau bedrog diatur dalam Pasal 378 hingga 395 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II, Bab XXV. Dalam bab 

ini digunakan istilah “penipuan” atau “bedrog” karena bab tersebut mengatur 

perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, di mana pelaku 

menggunakan tindakan menipu atau tipu muslihat. Tindak pidana penipuan 

dalam bentuk pokok diatur secara khusus dalam Pasal 378 KUHP, yang 

menyatakan: 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat 

palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata 

bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau 

mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, 

karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya empat tahun.” 

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Dalam hukum pidana dijelaskan tentang konsep pertanggung-

                                                             
32Rodliyah dan Salim HS. Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya, (Depok: 

Rajawali Pers, 2017), Hlm. 11-12.  
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jawaban pidana yang merupakan konsep utama yaitu adanya unsur kesalahan 

dari pelaku. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dimintai 

pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana Dalam teori 

pertanggungjawaban pidana, maka dikenal dengan adagium “keine strafe ohne 

schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa, actus non facit 

reum nisi mens sit rea”. Asas ini memiliki hubungan dengan asas kesalahan 

sebagai asas fundamental dalam hukum pidana.33 

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan terbagi 

menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 

1. Perbuatan, menggerakan 

Kata "menggerakkan" selain diterjemahkan secara harfiah, oleh 

sebagian ahli juga diartikan sebagai membujuk atau mempengaruhi. 

Menggerakkan dapat dipahami sebagai tindakan untuk memengaruhi atau 

menanamkan pengaruh pada orang lain, di mana objek yang dipengaruhi 

adalah kehendak atau keputusan individu tersebut.34 

Menggerakkan orang lain adalah tindakan yang setara dengan 

membujuk, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa sehingga orang 

tersebut bersedia bertindak sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan 

barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, 

harus terdapat hubungan kausal antara alat penggerak yang digunakan dan 

penyerahan barang. Penggunaan alat penggerak ini menciptakan situasi yang 

                                                             
33Tofik Yanuar. Hukum Pidana, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), Hlm. 68. 
34Andi Hamzah.. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), Hlm. 117. 
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tepat untuk menyesatkan seseorang yang wajar, sehingga orang tersebut 

menjadi terpedaya.35 

2. Yang digerakkan orang 

Pada umumnya, korban penipuan berupa orang yang menyerahkan 

benda, memberikan hutang, atau menghapus piutang adalah orang yang 

digerakkan oleh pelaku. Namun, penyerahan benda, pemberian hutang, atau 

penghapusan piutang juga dapat dilakukan oleh pihak lain, asalkan tindakan 

tersebut terjadi atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Artinya, 

penyerahan atau tindakan tersebut dapat dilakukan melalui perantaraan orang 

lain selain orang yang digerakkan.36 

3. Perbuatan itu ditujukan pada: 

a. Orang lain menyerahkan benda 

Penipuan terhadap benda yang diserahkan dapat terjadi pada benda 

milik korban sendiri, asalkan terdapat maksud pelaku untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penipuan tidak terjadi saat 

tindakan menggerakkan dilakukan, melainkan saat benda benar-benar 

diserahkan oleh korban. Penyerahan benda dianggap selesai apabila 

kekuasaan atas benda tersebut sepenuhnya berpindah kepada penerima. 

Jika penyerahan benda belum selesai atau tidak terjadi sama sekali, 

meskipun tindakan menggerakkan telah dilakukan, maka hal tersebut 

dikategorikan sebagai percobaan penipuan.37 

                                                             
35Yahman. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2012), Hlm. 111. 
36Adami Chawawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2003), Hlm. 

119-120. 
37Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm. 121-122  
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Dalam tindak pidana penipuan, “penyerahan suatu benda” tidak 

harus dilakukan secara langsung oleh korban kepada pelaku. Penyerahan 

tersebut juga dapat dilakukan oleh korban kepada pihak lain yang 

bertindak atas perintah atau atas nama pelaku. 

b. Orang lain memberi hutang 

Istilah “hutang” tidak sama dengan makna hutang piutang biasa, 

melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberikan 

hutang bukan sekadar meminjamkan uang, tetapi memiliki pengertian 

yang lebih luas sebagai pembuatan perjanjian hukum yang menimbulkan 

kewajiban bagi pihak lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah 

uang tertentu. Demikian pula, istilah “utang” dalam konteks penghapusan 

piutang mengacu pada suatu perikatan. Penghapusan piutang memiliki 

makna yang lebih luas daripada sekadar membebaskan kewajiban 

membayar hutang atau pinjaman uang. 

c. Orang lain menghapuskan piutang 

Menghapuskan piutang berarti menghapus seluruh perikatan hukum 

yang telah ada, sehingga menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk 

menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada korban atau pihak lain. 

Dalam konteks membuat hutang atau menghapuskan piutang, keabsahan 

perjanjian tersebut menurut hukum tidak menjadi persoalan, meskipun 

secara hukum perjanjian dengan causa seperti itu dapat dinyatakan batal 

demi hukum. 

4. Cara melakukan menggerakkan orang 

a. Memakai nama palsu 
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Penggunaan nama palsu mencakup penggunaan nama yang bukan 

milik sendiri, baik nama milik orang lain maupun nama yang tidak 

dimiliki oleh siapapun. Nama palsu juga dapat mencakup tambahan nama 

yang tidak dikenal oleh orang lain. Secara umum, ada dua pengertian 

nama palsu: pertama, nama yang digunakan bukan milik orang yang 

bersangkutan, melainkan milik orang lain; kedua, nama yang tidak 

diketahui pemiliknya secara pasti atau tidak memiliki pemilik sama sekali. 

Penggunaan nama palsu terjadi ketika seseorang menggunakan nama 

yang bukan miliknya untuk menerima barang yang seharusnya diserahkan 

kepada pemilik nama tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang mengaku 

menggunakan nama tertentu yang bukan miliknya, maka orang tersebut 

dapat dianggap melakukan penipuan dengan memakai nama palsu. 

b. Memakai Tipu Muslihat 

Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan kesan atau keyakinan bahwa perbuatan itu benar, 

padahal sebenarnya tidak. Akibatnya, orang lain bisa menjadi percaya, 

tertarik, atau tergerak hatinya. Tipu muslihat bukan hanya berupa 

rangkaian kata-kata, melainkan berupa tindakan yang mampu 

menimbulkan kepercayaan pada korban. 

Tipu muslihat adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan orang lain terhadap 

kebenaran suatu hal. Dengan demikian, tipu muslihat bukan sekadar 

ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan, dan satu tindakan saja sudah 

dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat. 
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c. Memakai Martabat Palsu 

Menggunakan martabat palsu” berarti seseorang menyatakan dirinya 

dalam keadaan yang tidak benar, sehingga korban percaya kepadanya. 

Berdasarkan kepercayaan tersebut, korban kemudian menyerahkan suatu 

barang, memberikan hutang, atau menghapus piutang. 

d. Memakai Rangkaian Kebohongan. 

Istilah “rangkaian kebohongan” mengacu pada ucapan-ucapan yang 

tidak benar, yang tampak seolah-olah benar bagi korban, dan jumlahnya 

lebih dari satu. Setiap kebohongan dalam rangkaian ini saling memperkuat 

satu sama lain, sehingga menimbulkan kesan yang meyakinkan. Dengan 

demikian, rangkaian kebohongan memiliki unsur berupa beberapa 

pernyataan yang tidak benar, di mana satu kebohongan menguatkan 

kebohongan lainnya. Ketidakbenaran tersebut harus sudah ada sejak 

perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dilakukan. 

Ditekankan bahwa satu kata bohong saja tidak cukup untuk dianggap 

sebagai alat penggerak atau pembujuk. Yang dibutuhkan adalah rangkaian 

kata-kata bohong yang tersusun sehingga membentuk suatu cerita yang 

tampak logis dan meyakinkan. Dengan demikian, setiap kebohongan 

dalam rangkaian itu saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain. 

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas: 

1. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau nilai dari apa yang 

sudah dimiliki, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.  

2. Unsur melawan hukum  
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Terkait dengan konsep “melawan hukum” sebagai memperoleh 

keuntungan tanpa hak, hal ini perlu ditafsirkan secara tepat dalam konteks 

penipuan. Dalam ajaran hukum pidana, untuk menjatuhkan pidana, unsur 

melawan hukum harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu adanya perbuatan 

pidana (actus reus) dan adanya pertanggungjawaban pidana berupa unsur 

kesalahan (mens rea). 

 

2.2.3 Modus Penipuan 

Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan 

berbagai modus yang berkembang seiring perkembangan jaman, marak pula 

modus memasukkan orang menjadi anggota PNS dimana menjadi seorang 

Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi masa 

depan dan merupakan pekerjaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, 

dan hal tersebut di manfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan 

sabanyak- banyaknya dengan cara memikat korbannya dengan mengiming” 

korbannya menjadi seorang aparatur sipir negara. Modus penipuan yang 

dilakukan oknum sangat beragam, mulai dari mengaku sebagai pejabat 

pemerintahan hingga mengaku sebagai anggota keluarga seseorang yang bekerja 

di instansi pemerintah, dan masih banyak bentuk penipuan lainnya. Masyarakat 

sebaiknya menyikapi hal ini dengan tidak mudah percaya dan menolak setiap 

tawaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengadaan calon pegawai 

ASN bertujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dan dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Proses pengadaan meliputi tahapan 

perencanaan, pengumuman lowongan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil 
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seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi pegawai ASN. Seleksi 

penerimaan calon pegawai ASN dilaksanakan secara nasional oleh BKN untuk 

menilai secara objektif kualifikasi dan kompetensi pelamar dengan jujur. 38 

Penipuan terhadap calon ASN tentu sangat merugikan masyarakat, baik 

dari segi psikologis maupun materi. Untuk terhindar dari penipuan, masyarakat 

perlu memperhatikan hak-hak dasar mereka dan tetap waspada. Modus penipuan 

yang sering terjadi dapat diantisipasi dengan selalu memantau situs resmi milik 

pemerintah. Saat ini, banyak orang mudah percaya pada situs abal-abal yang 

beredar di luar sana. Karena menjadi ASN adalah impian banyak orang di 

Indonesia, sebagian orang rela melakukan apa saja untuk mewujudkannya, 

sehingga hal ini dimanfaatkan oleh oknum nakal demi keuntungan pribadi. 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi terhadap 

pelanggaran hukum. Tujuannya adalah memberikan pedoman dan pertimbangan 

mengenai sanksi yang tepat untuk setiap tindak pidana guna menegakkan norma 

hukum. Di sisi lain, pemidanaan merupakan proses yang sangat kompleks dalam 

sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak pihak dan institusi yang 

berbeda.39 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sekaligus pemberian 

sanksi dalam hukum pidana. Istilah “pidana” umumnya merujuk pada hukum, 

sedangkan “pemidanaan” berarti tindakan penghukuman. Pemidanaan terhadap 

seorang pelaku kejahatan dapat dianggap sah secara normatif, terutama karena 

                                                             
38

Badriyah Khaleed. Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undang : Aparatur Sipil Negara, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), Hlm. 127.  
39

Teguh,  Abdul.  Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan 

Dekriminalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 82.  
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tindakan ini membawa konsekuensi positif, baik bagi terpidana, korban, maupun 

masyarakat luas. 

Pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas 

dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekaligus 

sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. 

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terlaksana secara efektif apabila melalui 

beberapa tahap perencanaan, yaitu penetapan pidana oleh pembuat undang-

undang, penerapan pidana oleh badan yang berwenang, dan pelaksanaan pidana 

oleh instansi yang memiliki kewenangan. 

Pemidanaan memiliki berbagai tujuan yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan teori-teori pemidanaan. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki 

sikap atau perilaku terpidana serta mencegah orang lain melakukan perbuatan 

serupa.40 Dalam KUHP, pemidanaan diatur sejak pasal-pasal awal sebagai dasar 

hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pasal 10 KUHP membedakan dua 

jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok 

mencakup pidana penjara, sedangkan hukuman tambahan meliputi perampasan 

barang atau pengumuman putusan hakim. Konsep ini kemudian berkembang, 

terutama pada tindak pidana di luar KUHP, seperti delik ekonomi atau 

pelanggaran tata tertib sementara.41 

Hukum pidana, seperti halnya cabang-cabang hukum lainnya, memuat 

ketentuan-ketentuan yang bertujuan agar norma-norma hukum ditaati oleh setiap 

orang. Pada dasarnya, semua hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan 

                                                             
40

Juhaya S. Praja. Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 

Hlm. 190.  
41

Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2015), Hlm. 35. 
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keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan kecil maupun 

besar, serta menjamin kepastian hukum. Tujuan utama hukum pidana adalah 

melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif dari tindakan yang 

mengancam atau merugikan, baik yang dilakukan oleh individu maupun 

kelompok atau organisasi.42 

Selain hukum pidana yang berlaku untuk semua orang, terdapat juga 

hukum pidana yang khusus berlaku bagi kelompok tertentu atau hanya untuk 

tindak pidana tertentu. Hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang disebut 

hukum pidana umum (algemene strafrecht), yang sebagian besar diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana yang 

berlaku untuk kelompok atau orang tertentu disebut hukum pidana khusus 

(bijzondere strafrecht).43 

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang- 

undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.73 Sistem 

merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem 

pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak 

pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. 

Jika pengertian sistem pemidanaan dijelaskan secara luas sebagai proses 

penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan 

                                                             
42Chant Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam tindak Pidana Menurut KUHP”, 

Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 6 (Agustus, 2017), Hlm. 31. 
43Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 

17. 
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yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara nyata, sehingga seseorang dapat 

dikenai sanksi pidana. 

Sistem pemidanaan dapat dipahami sebagai sistem penegakan hukum 

pidana atau sistem pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Sistem ini 

dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif fungsional dan perspektif norma-

substantif. Dari perspektif fungsional, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan 

aturan perundang-undangan yang mengatur operasionalisasi atau konkretisasi 

pidana, serta bagaimana hukum pidana ditegakkan sehingga seseorang dapat 

dijatuhi sanksi pidana. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan sejalan dengan 

sistem penegakan hukum pidana yang terdiri atas sub-sistem hukum pidana 

materiil, sub-sistem hukum pidana formil, dan sub-sistem pelaksanaan pidana. 

Sementara dari perspektif norma-substantif, sistem pemidanaan berarti 

keseluruhan aturan atau norma hukum pidana materiil yang mengatur pemberian, 

penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.44 

Dapat penulis simpulkan bahwa sistem pemidanaan sangat mempunyai 

peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah 

pergaulan masyarakat. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah 

menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan 

pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak 

pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri 

                                                             
44Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perencanaan Pembangunan 

Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan 

Pemidanaan), https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, 

diakses tanggal 12 Maret 2025. 
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merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena 

melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pegawan Negeri Sipil (PNS) 

PNS menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat 

sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor 

induk pegawai seara nasional (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). 

Menurut KBBI, pegawai adalah orang yang bekerja di pemerintahan, 

perusahaan, atau lembaga lainnya. PNS adalah singkatan dari Pegawai Negeri 

Sipil, yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kamus Umum 

Bahasa Indonesia menjelaskan tentang arti PNS. Pegawai berarti orang yang 

bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri berarti 

negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau 

negara, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara 

mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan 

tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap 

disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh 

dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, 
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profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu 

menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.45 

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi 

pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung 

pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebelum menjadi 

Pegawai Negeri Sipil, maka haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu 

seperti memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu ijazah, riwayat hidup dan lain 

sebagainya. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang yang ingin 

menjadi Pegawai Negeri Sipil harus melalui tahap seleksi atau tes untuk 

menentukan diterima atau tidak diterimanya seseorang menjadi Pegawai Negeri 

Sipil. 

Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui tes inilah banyak terjadi 

penipuan-penipuan seperti harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu 

yang dijanjikan untuk dapat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil. Proses 

penerimaan CPNS selalu ditemukan beberapa proses kecurangan sejumlah oknum 

yang memanfaatkan situasi seperti ini dalam proses penerimaan CPNS baru. 

Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan dalam 

penerimaan CPNS haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. 

 

                                                             
45

PNS. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Maret 2025, dari 

kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pns". 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Elgha Ammanda - Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan ....



36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian sekitar bulan Juni 2025, setelah 

melaksanakan seminar proposal. 

 

No Kegiatan 

Bulan Keter

angan 

Agustus 

2024 

April 

2025 

Mei 

2025 

Juni 

2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 

Judul 

                 

2 

Seminar 

Proposal 

        

 

         

3 Penelitian                  

4 
Seminar 

Hasil 

                 

5 Meja Hijau                  

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih 

sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban 

terhadap masalah yang diteliti46. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, ada 

yang sifatnya terbatas dan juga ada yang sifatnya umum terhadap masyarakat. 

                                                             
46

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 170. 
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Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 

8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. 

teknik penelitian normatif adalah pendekatan ilmiah untuk menemukan 

kebenaran yang mengacu pada logika normatif ilmu hukum.47 Studi hukum 

yang memandang hukum sebagai serangkaian norma yang berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan prinsip 

dikenal sebagai penelitian hukum normatif.48 Penelitian hukum yuridis normatif 

ini mencakup beberapa hal, yaitu:49 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum; 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; 

d. Penelitian sejarah hukum; dan 

e. Penelitian perbandingan hukum. 

3.2.2 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif 

analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang 

                                                             
47Johnny Ibrahim,  Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2011), Hlm.57. 

48Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm.34. 
49Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Cet.6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.22.  
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terjadi di dalam masyarakat.50 Dalam hal ini yang akan dideskripsikan 

adalah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan menjadi 

seorang Pegawai Negeri Sipil. 

3.2.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan 

dengan menghimpun data yang terkait meliputi:51  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada 

berbagai peraturan peraturan perundang-undangan khususnya: 

a) Undang-Undang Dasar 1945;  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN). 

d) Putusan No: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. 

 

 

 

                                                             
50Ediwarman. Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan 

Disertasi), (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Hlm. 183. 
51Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 12. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya. 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka 

dan studi lapangan, berikut penjelasannya sebagai berikut: 

1. Studi pustaka 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui 

penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, 

pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang 

diperoleh dari dua referensi utama yaitu baik yang terspesialisasi (jurnal, 

makalah penelitian, dll) maupun yang luas (undang-undang, peraturan, buku 

teks, kamus) dan menggunakan pendekatan analisis dokumen, yaitu metode 

pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan 

langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu 

bertolak dari premis normatif. 

2. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan Teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan 

tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga 

data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan 

kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan. 
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3.2.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran dan analisis 

dekriptif kualitatif ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari 

segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang 

ada yaitu tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan menjadi seorang 

Pegawai Negeri Sipil.52 

 

                                                             
52Fenti Hikmawati,  Metode Penelitian. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 

Hlm.88.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Adapun kesimpulan dari bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil adalah 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari 

Pasal 378 hingga Pasal 395. Kasus penipuan dengan modus memasukkan 

seseorang menjadi PNS, seperti dalam Putusan Nomor 2561/Pid.B/2023/PN 

Mdn, termasuk kategori penipuan pokok yang diatur Pasal 378 KUHP. 

Modus ini memanfaatkan harapan masyarakat untuk menjadi PNS dengan 

imbalan sejumlah uang, padahal tidak pernah ada jaminan atau mekanisme 

resmi yang dapat menjamin hal tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 

KUHP, pelaku tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana penjara 

maksimal 4 tahun. 

2. Adapun kesimpulan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor 

2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn adalah menunjukkan bahwa hakim telah 

mendasarkan keputusannya pada aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi 

yuridis, hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 

378 KUHP tentang penipuan, karena sejak awal terdapat tipu muslihat yang 

membuat korban menyerahkan uang. Dari sisi non-yuridis, hakim 

memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, 

serta hal-hal yang memberatkan yakni kerugian besar dan keresahan 

masyarakat. 
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5.2 Saran 

1. Saran dari bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil adalah dengan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen 

Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum 

dengan tidak mudah percaya pada janji oknum yang mengaku bisa 

memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta segera melapor 

apabila menjadi korban atau mengetahui adanya praktik penipuan dengan 

modus serupa, agar tidak semakin banyak korban berjatuhan. 

2. Saran dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak 

pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn adalah 

dengan harus lebih mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam 

perkara penipuan dengan tetap mengutamakan pengembalian kerugian 

korban melalui restitusi atau ganti rugi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara 

 

Nama Pewawancara  : Elgha Ammanda 

NPM    : 218400027 

Nama Narasumber  : Eti Astuti, S.H M.H 

Hari/Tanggal wawancara : Jumat/18 Juli 2025 

Jam wawancara  : 09.00 WIB 

 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan modus 

memasukkan pegawai negeri sipil? 

 Tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan Pegawai Negeri Sipil 

merupakan tindak pidana penipuan umum yang diatur dalam Pasal 378 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil? 

 Bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus 

memasukkan pegawai negeri sipil sudah secara tegas dijelaskan dalam 

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan hukuman penjara 

maksimal 4 tahun penjara. 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak 

pidana penipuan pada putusan nomor 2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn? 

 Ada dua pertimbangan dalam menjatuh pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan dalam putusan nomor: 2561/Pid.B/2023/PN.Mdn yaitu 

yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
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4. Bagimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan 

modus memasukkan pegawai negeri sipil? 

 Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus 

memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan 

melalui mekanisme hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan, yang menegaskan bahwa 

setiap orang yang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau 

martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu dapat 

dipidana. Dalam praktiknya, penegakan hukum dimulai dari proses 

penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan 

penuntutan oleh jaksa, hingga akhirnya diperiksa dan diputus oleh 

pengadilan. 

5. Akibat hukum apa yang timbul dari tindak pidana penipuan dengan modus 

memasukkan pegawai negeri sipil? 

 Tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil 

menimbulkan akibat hukum bagi pelaku yaitu dengan menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Selain itu, tindak 

pidana penipuan ini juga menimbulkan akibat hukum bagi korban, yaitu 

kehilangan uang dalam jumlah besar yang diserahkan kepada pelaku dan 

hilangnya kepercayaan kepada sistem penerimaan pegawai negeri sipil. 

6. Dakwaan apa yang digunakan oleh JPU dalam putusan nomor 

2561/Pid.B/2023/Pn.Mdn? 
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 Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara 

tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan Pegawai Negeri pada 

putusan nomor: 2561/Pid.B/2023/PN Mdn adalah dakwaan alternatif. 

7. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil? 

 Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana penipuan dengan modus memasukkan pegawai negeri sipil, seperti: 

- Peningkatan transparansi dan tistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil 

dengan melakukan seleksi berbasis teknologi (Computer Assisted 

Test/CAT) harus terus diperkuat agar tidak ada celah manipulasi dan 

publikasi resmi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) atau instansi 

terkait mengenai tahapan, kuota, dan hasil seleksi, sehingga masyarakat 

tidak mudah percaya pada pihak ketiga. 

- Penguatan pengawasan dan aparat penegak Hukum, aparat pengawas 

internal pemerintah (APIP), inspektorat, dan BPKP perlu lebih aktif 

mendeteksi potensi penipuan serta Kepolisian, kejaksaan, dan KPK 

harus cepat menindak oknum yang mengaku bisa meloloskan peserta 

seleksi. 

- Penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum yang dilakukan oleh 

Kejaksaan dan Polri ke masyarakat mengenai ciri-ciri modus penipuan 

semacam ini. 
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Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan 
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Lampiran 3. Surat Pengantar Riset 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset 
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